
 
WALIKOTA BATAM 

PROPINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN WALIKOTA BATAM 

NOMOR  24 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 30               

TAHUN 2017 TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
WALIKOTA BATAM, 

Menimbang   :    a.  bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 
KPTS. 117/HK/III/2018 tentang Status Badan 
layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana 
Berdulir Pada badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kota Batam dan Nota Dinas dari 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan                  
Aset Daerah Kota Batam Nomor 

100/ND/BPKAD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, 
maka perlu dilakukan perubahan terhadap 
Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2017 

tentang tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 
Batam 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Batam;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34                



Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor  53 Tahun 1999 tentang    

Pembentukan   Kabupaten   Pelalawan,  Kabupaten  
Rokan  Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

6. Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam  (Lembaran 

Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 591); 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN                 

ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 30 
TAHUN 2017 TENTANG POLA PENGELOLAAN 
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH         

(PPK-BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN            
DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN                 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 30 
Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Pada Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 537) 
diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 

(1) Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Batam sebagai Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Kerja yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umun Daerah (PPK-BLUD) Penuh. 

(2) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan 
layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. 

(3) Atas Status BLUD Penuh sebagaimana dimaksud 

pada pada ayat (1) diberikan fleksibilitas dalam           
hal : 

a. menggunakan dana yang dapat dikelola 

langsung; 

b. pengelolaan barang; 

c. pengelolaan piutang; 

d. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan 
prosedur pengelolaan keuangannya; 

e. pengelolaan investasi; 

f. pengelolaan utang; dan 

g. pengadaan barang dan/atau jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita 

Daerah Kota Batam. 
 
 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal  29 Maret 2018 

 

WALIKOTA BATAM 

 
  dto 
 

MUHAMMAD RUDI 
 

Diundangkan Di Batam 

pada tanggal  29 Maret 2018 
     

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 
 
        dto 

                    JEFRIDIN 

BERITA  DAERAH KOTA BATAM TAHUN  2018 NOMOR 610 

 


